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Abstrak
 

Proses modernisasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang cepat, secara potensial

mengakibatkan suatu ketegangan dan keresahan sosial. Peningkatan proses modernisasi tersebut sebagai

akibat dari ditemukannya alat-alat komunikasi modern, alat transportasi dan teknologi informatika modern.

Hal tersebut menuntut adanya perubahan struktur hubungan hukum, substansi-substansi baru pengaturan

hukum dan budaya hukum yang lama sekali baru. Perubahan tersebut juga terjadi dalam pengaturan hukum

khususnya mengenai pembuktian.

 

Pemanfaatan teknologi informasi yang terjadi mengakibatkan adanya perkembangan konsep alat bukti yang

dirumuskan di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan pidana baru. Ada 4 (empat) peraturan

perundang-undangan pidana dan 1 (satu) peraturan perundang-undangan non pidana mengalami

perkembangan alat bukti di luar yang diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantas Korupsi,

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang tentang Mahkamah

Konstitusi.

 

Pemanfaatan Teknologi Inforrnasi dalam proses pembuktian perkara pidana tersebut sesungguhnya tidak

bertentangan dengan sistem pembuktian dan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana. Secara umum bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik tidak

bertentangan dengan asas-asas yang berlaku pada hukum acara pidana, yaitu asas terbuka untuk umum, asas

peradilan yang bebas dan dilakukan cepat dan sederhana dan asas pemeriksaan secara langsung.

 

Untuk menjaga validitas suatu informasi yang dihasilkan dari elektronik, diperlukan pengaturan dengan

syarat-syarat yang ketat. Prosedur tersebut harus dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai prosedur pemeriksaan terhadap data-data

komputer, penyitaan data-data yang tersimpan dalam media elektronik dan sebagainya.
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